
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

NOMOR  18  TAHUN 2010 
 
 

TENTANG 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUNINGAN, 

 
 
Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan   

pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan 
kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, 
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan 
dan pengoperasian menara telekomunikasi, sehingga untuk 
operasional pengendalian menara dimaksud layak dikenakan 
retribusi; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) huruf n, Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Daerah diberi kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Mengingat : 1. Undang-Udang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat  (Berita 
Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725); 

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Raklyat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelemggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 
tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur 
administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor  15  Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor  84 ); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 
(RTRWK) sampai dengan tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah      
Nomor 64); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah      
Nomor 16); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008  
Nomor 68 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah ( Lembaran  Daerah  Tahun  2008  Nomor  76 
,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 105 , Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 18); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor  29). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN 

dan 
BUPATI KUNINGAN 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI. 
 
 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan. 
3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 
4. Dinas  adalah   Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten  Kuningan. 
5. Retribusi  adalah  pembayaran  atas  pemanfaatan ruang untuk menara 

telekomunikasi yang   disediakan  dan  atau   diberikan  oleh    Pemerintah 
Daerah  sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

6. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah suatu proses untuk 
memastikan bahwa aktivitas menara telekomunikasi sebenarnya sesuai 
dengan aktivitas yang dirancanakan. 

7. Kas  Daerah adalah  Kas Pemerintah  Daerah yang ditunjuk oleh 
Bendaharawan  Umum Daerah. 



 4

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
Surat Ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutang. 

9. Badan usaha adalah  badan hukum yang didirikan dengan hukum 
Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di 
Indonesia. 

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah nilai jual 
objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan 
Bangunan menara telekomunikasi. 

11. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan 
umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu 
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang 
diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di 
mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana 
penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 

 
BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

(1) Dengan nama retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut 
retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 

(2) Obyek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan 
ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata 
ruang, keamanan dan kepentingan umum. 

(3) Subyek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi 
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan 
ruang untuk menara telekomunikasi. 

(4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi 
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal  3 
 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk golongan retribusi 
Jasa Umum. 

 
BAB  IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN 
SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal  4 

 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip Retribusi Jasa Umum 

ditetapkan dengan memperhatikan bioaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. 
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(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa 
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

(3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

 
BAB  V 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG 

   
Pasal  5 

 
(1) Setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan jasa pemanfaatan 

ruang Daerah untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi. 
 
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah 

sebesar 2%(dua prosen) dari NJOP. 
(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah NJOP yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara 
telekomunikasi. 

Pasal 6 
Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

 
BAB  VI 

WILAYAH  DAN PERANGKAT 
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 
Pasal 7 

 
Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Daerah. 

 
  Pasal 8 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat 

pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 9 
 

(1) Pemungutan Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas. 
(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang 

ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah 
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 
Bupati. 

(4) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan 
oleh Dinas.  
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BAB VII 
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN 

 
Pasal 10 

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat 
Teguran. 

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 
7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/PeringatanSurat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
Retribusinya ysng terutang. 

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 11 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsasetelah melampaui 

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali 
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyataakan 
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
ayat (2) huruf b dapat diketahuidari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 

Pasal 12 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagikarena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 13 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
bayardan ditagih dengan menggunakan STRD. 
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BAB  IX 
P E N Y I D I K A N  

 
Pasal  14 

 
(1) Penyidikan   terhadap   pelanggaran   sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 

5, dilaksanakan oleh Penyidik Umum  dan  atau  Penyidik  Pegawai  Negeri  
Sipil  tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya 

tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; 
c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. Memanggil  orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik  bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada penunut umum, tersangka atau 
keluarganya; 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
 

BAB  X 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal  15 

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 
terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2)   Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3)   Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan penerimaan 
        Negara. 
 

 
BAB  XI 

 KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  16 
 

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama  dalam 
waktu 6 (enam) bulan harus  sudah diterbitkan. 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 
NOMOR  18    TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
 
 
I. UMUM 

 
Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , yang merupakan perwujudan 
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah 
sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemerintah memberikan 
kewenangan kepada Pemerintah Daerah  untuk mengenakan retribusi dalam rangka 
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang besarnya dikaitkan 
dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. 

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu 
meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka dipandang perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan 
Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang 
istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam 
menafsirkannya. 

 
Pasal 2 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 3  
 Cukup Jelas 
 
Pasal 4 
 Cukup Jelas  

  
Pasal 5 
     Ayat(1) 
          Cukup Jelas 
     Ayat(2) 

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan 
pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif 
retribusi ditetapkan 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan 
sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi. 
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Pasal 6 
 Cukup Jelas 
 
Pasal 7  
 Cukup Jelas 
 
Pasal 8 
 Cukup Jelas 

 
Pasal 9   
 Cukup Jelas 

 
Pasal 10 

 Cukup jelas 
 
 Pasal 11  
 Cukup jelas 
 

Pasal 12 
 Cukup jelas 
 
Pasal 13 
 Cukup jelas 
 
Pasal 14 
 Cukup jelas 
 
Pasal 15 
 Cukup jelas 
 
Pasal 16 
 Cukup jelas 
 
Pasal 17 
 Cukup jelas 
 
Pasal 18 
 Cukup jelas 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 34 
 


